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ABSTRAK

Tempat Pemakaman merupakan kebutuhan manusia yang tidak dapat dipisahkan sebagai makhluk
yang fana (tidak kekal). Pemakaman tentunya memerlukan tanah yang dijadikan sebagai area
persemaian terakhir yang diatur pelaksanaannya oleh pemerintah menurut Undang-Undang yang
berlaku. Namun, didalam pelaksanaannya tentunya tidak secara penuh berjalan dengan baik, karena
kebutuhan akan tanah yang semakin tinggi berbanding terbalik dengan ketersediaan tanah yang
semakin berkurang. Sehingga pemerintah harus mengelola dengan baik ketersediaan yang ada
terutama terhadap tempat pengelolaan pemakaman umum. Penelitian ini menggunakan metode
penelitian hukum normatif yang bertujuan untuk memeriksa secara mendalam permasalahan hukum
dengan cara menganalisisnya. Didalam penelitian ini juga menggunakan pendekatan undang —
undang serta pendekatan konseptual dalam pendekatannya terhadap sumber dan bahan hukum yang
kemudian direlevansikan terhadap permasalahan. Hasil daripada penelitian ini adalah menunjukkan
ada atau tidak adanya pertanggung jawaban pemerintah terhadap penyediaan area lahan untuk
pemakaman umum yang menjadi permasalahan yang terus mengalami perkembangan terutama
dalam permasalahan yang erat kaitannya dengan tanah, pengadaan tanah, serta tanggung jawab
pemerintah akan ketersediaan lahan pemakaman umum di Indonesia.
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PENDAHULUAN

Tanah merupakan sebuah kebutuhan dan komponen pokok yang tidak dapat
dipisahkan dari kehidupan, hampir dari semua yang ada bergantung pada tanah. Tanah
memiliki fungsi yang sangat strategis mulai dari kebutuhan hunian hingga lahan
pemakaman. Namun, seiring berjalannya waktu kebutuhan akan tanah terus mengalami
pelonjakan yang tidak sebanding dengan ketersediaan tanah itu sendiri. Akibatnya,
pembukaan lahan pesat dilakukan bahkan tidak jarang kasus kasus sengketa yang terjadi
karena hal tersebut.

Negara mengatur penguasaan atas tanah dalam Undang-Undang nomor 5 Tahun 1960
tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria atau yang lebih sering dikenal dengan UUPA
yang mana dalam hal ini merupakan representasi dari Undang-Undang Dasar 1945 pasal
33 ayat (3) yang menyatakan bahwa “Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di
dalamnya di kuasai oleh Negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan
rakyat”.

Dengan demikian negara dalam hal ini berhak untuk menguasai sumber daya alam
yang ada di Indonesia beserta dengan pengelolaan dan pengaturan terhadapnya. Apabila
pemerintah meminta tanah tersebut maka yang menempati tanah tersebut harus bersedia
untuk menyerahkan tanahnya kembali, sebaliknya pemerintah memberikan kompensasi
yang adil terhadap pemilik yang menempati tanah tersebut. Hal demikian dapat terjadi
apabila diperuntukkan untuk kepentingan umum atau kepentingan rakyat banyak, yang
dimaksud dengan kepentingan rakyat banyak adalah perbandingan antara rakyat yang
menerima manfaat pengalihan atas tanah tersebut harus lebih banyak daripada rakyat yang
melepaskan hak tanah miliknya untuk kepentingan umum. Karena dari tiap tiap warga
negara Indonesia baik laki — laki maupun perempuan mempunyai kesempatan yang sama
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untuk memperoleh sesuatu hak atas tanah serta untuk mendapat manfaat dan hasilnya, baik
bagi diri sendiri maupun keluarganya.

Kematian terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun karena jumlah penduduk
yang terus bertambah namun tidak diiringi dengan ketersediaan tanah yang ada. Indonesia
merupakan negara yang wilayahnya terbagi atas daerah-daerah provinsi yang mempunyai
Taman Pemakaman Umum (TPU) yang sempit. Daerah DKI Jakarta hanya memiliki luas
wilayah TPU hanya 0,92 persen dari luas total wilayahnya, sedangkan wilayah yang
memiliki pemakaman paling luas adalah di wilayah Pekuburan Sentosa di Kepulauan
Bangka Belitung dengan luas 27 hektare, akan tetapi tidak mencangkup seluruh wilayah
dengan luas 16.424 km2 tersebut.. Hal demikian terjadi karena semakin besarnya angka
kematian warga Indonesia. Ditambah lagi dengan maraknya pendirian bangunan-bangunan
baru dan lain lain yang menyebabkan alih fungsi lahan pemakaman menjadi perumahan,
tempat belanja dan lain lain, namun semua hak atas tanah yang dikelola dan digunakan
haruslah memperhatikan kepentingan umum yang harus saling imbang-mengimbangi
sebagai “dwi tunggal” yang berkembang pada kehidupan masyarakat Indonesia.

Disamping itu, masyarakat Indonesia sudah mulai menyesuaikan diri dengan
perkembangan zaman yang mana budaya westernisasi ( kebarat — baratan) telah berkembang
hingga desa — desa yang kemudian akan sangat menguntungkan apabila swalayan-swalayan
atau pertokoan mulai dibangun di desa dengan menawarkan harga yang relatif lebih murah
daripada swalayan atau mall di pusat kota. Hal ini tentunya memberikan dampak positif
terhadap perkembangan roda perekonomian yang ada di desa dengan bertambahnya
lapangan pekerjaan untuk masyarakat desa dan di sekitar wilayah yang dibangun tersebut
namun, disisi lain dari pembangunan tersebut akan dapat menimbulkan pro dan kontra di
masyarakat apabila dibangun di atas tanah pemakaman yang mana dari lahan tersebut sudah
digunakan sebagai taman pemakaman umum (TPU) oleh masyarakat desa dan telah terisi
beberapa ataupun banyak keluarga yang telah dikebumikan didalamnya.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah penelitian
hukum normatif yang bersifat terarah dan sistematis yang digunakan untuk mencari,
menemukan, menganalisis sebuah permasalahan serta menjalankan sebuah prosedur yang
benar dan tepat. Sebagai fasilitator terhadap metode penelitian ini tidak terlepas daripada
metode pendekatan Undang — Undang, Pendekatan Konseptual serta Pendekatan Kasus.

HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Pertanggung Jawaban Pemerintah Daerah sebagai Penyedia lahan untuk
pemakaman umum

Daerah otonom adalah daerah yang diberikan wewenang oleh undang-undang untuk
mengatur sendiri urusan daerahnya, dalam perspektif hukum publik, adanya kewenangan
ini yang kemudian memunculkan pertanggung jawaban yang sejalan dengan prinsip umum
bahwa tidak ada kewenangan tanpa ada pertanggung jawaban. Tanggung jawab dalam
Hukum Administrasi negara, dikenal dengan dua bentuk pertanggung jawaban yaitu
meliputi tanggung jawab Politis dan tanggung jawab Yuridis sedangkan dalam kamus
hukum pertanggung jawaban dikenal dengan dua istilah yaitu responbility dan liability.

Dalam pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah melekat asas desentralisasi, yaitu
asas yang mewajibkan daerah untuk mengelola sendiri urusan daerahnya termasuk dalam
hal ini terkait dengan pengelolaan potensi -potensi ditiap daerah yang memiliki
keberagaman satu dan yang lainnya. Urusan — urusan pemerintah konkuren dibagi kedalam
dua urusan yaitu urusan pemerintah daerah wajib dan urusan pemerintah daerah pilihan,
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urusan pemerintah wajib menurut Undang- Undang nomor 9 Tahun 2015 Tentang
Pemerintahan Daerah Pasal 11 ayat (2) adalah Urusan pemerintah yang berkaitan dengan
pelayanan dasar dan urusan pemerintah yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar.

Berdasarkan pada ketentuan pasal tersebut, tanggung jawab atas penyediaan lahan
untuk pemakaman umum dilakukan oleh pemerintah daerah sebagai pelaksana, serta harus
berdasarkan pada asas desentralisasi. Yang menjadi urusan pemerintah daerah wajib sebagai
pelayanan dasar meliputi kawasan pemukiman dan sosial yang mencangkup keseluruhan
termasuk pelayanan pemakaman.

Dalam hierarki peraturan perundangan yang mengatur mengenai pelaksanaan
terhadap pelaksanaan pemakaman dapat dicermati dalam skema berikut :

Undang Undang Undang-Undang Undang -Undang
Nomor 5 Tahun 1960 Nomeor 4 Tahun 1982 Nomor 5 Tahun 1960
(UUPA) Tentang lingkungan. [
bidup. Undang — Undang,
Nomor 2 Tahun 2012
Tentang Pengadaan
I tanah
Peraturan Pemerintah |
Nomor 9 Tahun 1987 Undang — Undang
Tentang Pemakaman Nomor 9 Tahun 2015
TUmum
Peraturan Daerah

Pemenuhan terhadap tanggung jawab atas lahan pemakaman umum menurut
ketentuan Pasal 1A peraturan pemerintah Nomor 9 tahun 1987 mengenai Penyediaan Tanah
Untuk Keperluan Tempat Pemakaman Umum adalah dilakukan oleh Pemerintah Daerah
Tingkat Il atau Pemerintah Desa terkait dengan penyediaan, penggunaan serta pengelolaan
areal tanah pemakaman tanpa membeda-bedakan agama dan golongan. Disamping itu
dalam Undang — Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi
Pembangunan untuk Kepentingan Umum Pasal 10 Huruf K terhadap tanah untuk digunakan
sebagai pembangunan fasilitas umum, salah satunya adalah Pemakaman umum oleh
pemerintah/pemerintah daerah. Pemakaman umum merupakan fasilitas publik yang harus
dipenuhi oleh pemerintah daerah sebagai urusan pemerintahan wajib dengan pelayanan
dasar.

KESIMPULAN

Tanggung Jawab dalam penyediaan tanah untuk lahan pemakaman umum ini
berdasarkan pada peraturan pemerintah No. 9 tahun 1987 tentang pemakaman umum serta
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang pengadaan lahan untuk kepentingan umum
adalah diberikan kepada pemerintah konkuren, pemerintah tingkat Il atau pemerintah desa.
Namun tidak ada pengaturan yang secara spesifik mengatur didalam Undang — Undang
Nomor 2 Tahun 2012 dan hanya menjelaskan bagaimana pelaksanaan pemakaman umum
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tersebut dilakukan dan hanya menitik beratkan pada pelaksanaan yang dilakukan
pemerintah daerah melalui peraturan daerah. Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1987
yang mengatur mengenai pelaksanaan pemakaman umum yang dijadikan sebagai acuan
pembentukan Peraturan Daerah yang berlaku sejak 1987 tidak lagi sesuai dengan
permasalahan dan kebutuhan masyarakat modern dengan teknologi yang lebih maju.
Disamping itu, dengan dan tampa adanya punishment (Hukuman) terhadap amanat
pengelolaan yang diberikan kepada pemerintah konkuren, pemerintah tingkat dua atau
pemerintah desa akan mengakibatkan kurang opsionalnya pengelolaan pemakaman umum
atau kurang efektifnya kebijakan pemerintah daerah melalui peraturan daerah. Sehingga,
pelaksanaan serta penyediaan lahan atas pengelolaan akan area pemakaman akan
mengakibatkan tidak efektif dan tidak signifikan peraturan yang mengaturnya.
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